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KATA PENGANTAR 
 

 

Visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Mularman, 

untuk membentuk karekterik sumber daya manusia yang 

berkualitas, mental, profesional dan siap dalam dunia kerja. 

Banyak materi, teori yang ditempuh mahasiswa, harus seimbang 

antara das sain dan das sollen. Modul acara praktek PTUN, sebagai 

pedoman untuk menjembati keterbatasan literasi yang ada, dan 

memberi pandangan wawasan dalam praktek.  

Praktek tentu berbeda dengan pola pembelajaran teori. 

Praktek ditekankan pada bagaimana mahasiswa Fakultas Hukum 

dapat menjiwai suatu profesi penegak hukum yang didengar, 

dilihat dan diimpikan dilakukan. 

Praktek  acara PTUN, secara dasar memberi pemahaman 

dasar memulai proses dari suatu KTUN, Surat Kuasa, 

Permohonan Gugatan, Pemeriksaan Sidang, Putusan dan 

Pelaksanaan Putusan. Proses persidangan yang panjang, perlu 

kecermatan, ketelitian, dan ketrampilan profesional untuk 

mengerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga memberi nilai, 

makna atas profesi yang kelak akan ditekuni.  

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Mularwarman, yang 

memiliki keahlian hukum secara professional, integritas dan  dan 

berkarakter, dalam modul ini, dibuat disesuaikan dengan  

kebutuhan dan keahlian di setiap mata pelajaran telah 

merancang dan menyusun modul yang berisikan pengetahuan 

teoritis dan praktek-praktek yang dapat diaplikasikan dalam 

pelaksanaan tugas penegakan hukum. Dengan  Modul ini proses 

ada transfer of knowledge dari  dosen pembina, pralktisi  hakim  

PTUN di Kota Samarinda dapat lebih efektif. Demikian juga 

Mahasiswa Fakultas Hukum, diharapkan modul ini dapat 
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membantu meningkatkan kompetensi, sehingga berdaya guna dan 

berhasil guna dalam penegakan hukum setelah lulus. 

Modul hukum acara tata usaha negara ini mencakup 

perkembangan terkini dengan proses beracara secara elektronik. 

Namun demikian modul ini, masih jauh dari sempurna, masih 

banyak kendala dalam praktek dengan menyesuaikan 

perkembangan ilmu dan teknologi dalam sistem persidangan. 

Apalagi pada saat ini pendemi virus covid 19 melanda, yang 

menuntut kita menjaga jarak, pakai masker, dan kerja, belajar di 

rumah. Hal ini memaksa sistem peradilan tata usaha negara 

mengikuti protokol kesehatan dalam persidangan, dengan modal 

e-letigasi yang via online system. 

Praktek e_Court  atau e_letigasi acara PTUN, memberi 

perubahan, dan prosedur yang berbeda dalam proses 

persidangan, ini memberi pengembangan keilmuan bagi 

mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengikuti perkembangan 

sebagai genarasi zoomer. Proses peradilan tetap harus dijalankan 

meski pendemi covid 19, proses administrasi perkara dan 

persidangan elektronik di pengadilan via online, sebagai solusi 

untuk tetap menegakan hukum bagi pencari keadilan. Para pihak 

penggugat dan tergugat, hakim, panitera, jurusita, dan sektretaris 

tetap dapat bekerja via daring, dengan tetap menerapkan 

protocol kesehatan. 

Model-model praktek manual di pengadilan tata usaha 

negara bersifat konvisional sudah ditinggalkan pada masa 

pendemi, dan digantikan dengan persidangan elektronik dengan 

menggunakan aplikasi berbasis e_Court,  e_letigasi dalam praktek 

acara pengadilan tata usaha Negara. 

Tentu banyak perubahan yang harus disesuaikan bagi 

penggungat, tergugat, dan majelis hakim dalam persidangan 

elektronik by aplikasi yang, dari prosedur, mekanisme, gugatan, 
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perlawanan, pemeriksaan, barang bukti, putusan, dan upaya 

hukum semua berbasis aplikasi dan via daring. Perkembangan 

praktek peradilanan tata usaha negara via daring wajib diketahui, 

dipahami, bagi mahasiswa Fakultas Hukum supaya menjadi 

profesional, berkualitas, dan mengikuti teknologi. 

Modul acara praktek pengadilan tata usaha negara, 

padoman awal untuk beracara praktek di pengadilan tata usaha 

negara bagi pemula, untuk itu saran dan kritik menjadi hal yang 

penting. Semoga modul pembelajar acara praktek pengadilan 

tata usaha negara ini, memberi wawasan, keilmuan, dan bekal 

untuk terjun dalam masyarakat bagi mahasiswa Fakultas 

Hukum.  

Terima kasih dan kerjama tim pengajar acara acara dan 

praktek pengadilan tata usaha negara dan saling mendukung 

untuk memperbaiki kualitas pendidikan hukum. Pada akhirnya, 

modul ini masih dalam titik yang masih dasar, masih banyak 

salah, dan kekurangan. Seperti kata pepatah, “ tiada karya yang 

sempurna”, tiada hal yang abadi, semua Milik Allah SWT. 

Apapun hasil modul ini sebagai usaha, adalah berkah tidak 

terhingga.  

Terima Kasih buat Almarhum Dr. La. Sina S.H., M.Hum, 

sebagai senior, bapak, rekan kerja, dan panutan di Fakultas 

Hukum Universitas Mulawarman, dalam karyanya berkata, “ 

penerbitan buku/modul ini menjadi harapan salah satunya 

pengabdian saya yang tidak bernilai dihadapan Allah SWT. Di 

sisi lain sebagai bentuk kontribusi yang memiliki nilai dalam 

pengembangan mata kuliah ilmu hukum Tata Usaha Negara 

(HAN), dan wujud pengabdian saya terhadap masyarakat, 

bangsa, dan negara. Karyamu dan pengabdian bapak akan abadi, 

sebagai pengingat kita, untuk tetap berkarya, dan cara kita bicara 

pada peradapan ke depan. Modul ini saya dedikasikan buat 
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Beliau, tokoh Button yang melukis sejarah indah pendirian 

Fakultas Hukum Univeristas Mulawarman. 

Terimakasih buat bapak dan ibu adinda (Pak Ja’es dan Ibu 

Yasitin), atas doa dan petuahnya senantiasa dinda dengar, 

semoga panjang umur, sehat selalu amin. Suara ibu bapak, jauh 

diujung handpone di Dusun Tembelang Desa Senden, 

Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang Jawa Timur 

terdengar buat andinda buat semangat untuk terus berkarya.  

Buat suami, Evans Sofanus yang selalu setia, terus berbagi, 

mensupport, tukar pikiran, menyayangi dan menjadi pengobat 

semua kelelahan “D”. Terima Kasih Tuhan, atas semua yang 

kau berikan. 

Tiada yang diharapkan seorang dosen pada mahasiswa, 

kecuali kesuksesan anak didiknya dalam berkarir dengan profesi 

yang impikan, profesional, dan berkualitas. Langit itu indah, jika 

ada awan, laut itu indah, jika ada ombak, bukit itu indah, jika ada 

pohon-pohon hijau, dan hidup itu akan bermakna, jika  bisa 

berbagi, bermanfaat bagi sesamanya. Ilmu ini aku tabur, semoga 

tumbuh subur, dan pengingat peradapan untuk selalu terus 

berkarya. Tetap seperti padi yang menguning, tetap tunduk 

kebawah, supaya kita tidak sombong dengan ilmu yang kita 

punya, gelar yang kita punya, jabatan yang kita punya, dan harta 

yang kita punya. INGAT Tuhan hanya menitipkan, suatu saat 

akan diambil, dan dipertanggungjawabkan. Jadi terus jadi orang 

baik, bermanfaat dan berkarya!!!!! 

  

                                      30  September 2020 

 

                                   Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H 
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang 

eorang mahasiswa hukum harus mengerti, memahami ilmu 

hukum secara teori dan secara praktek. Pemahaman yang 

benar pada praktek, akan membentuk lulusan Fakultas Hukum 

Universitas Mulawarman yang profesional, berintegritas, dan 

siap bekerja yang nantinya untuk ditekuni sebagai penegak 

hukum. 

Hukum Acara dan Praktek PTUN bagi mahasiswa 

Fakultas Hukum untuk memberi pelatihan pembentukan 

Mahasiswa Fakultas Hukum, dalam hal ini dimaksudkan untuk 

menyiapkan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman yang siap terjun ke masyarakat, dan berkarir 

sebagai penegak hukum. 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 

perlu memiliki kompetensi dasar, diantaranya adalah menguasai 

dan memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara untuk 

berpraktek seolah-olah bertindak mewakili negara dan/atau 

pemerintah di depan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Dalam rangka mempersiapkan Mahasiswa Fakultas 

Hukum Universitas Mulawarman untuk dapat mengabdi dalam 

masyarakat setelah lulus. Pada kontek ini pemberian materi 

mengenai Hukum Acara dan Praktek Pengadilan Tata Usaha 

Negara, tentu berorientasi untuk menyiapkan mahasiswa  

menghadapi tugas beracara di Peradilan Tata Usaha 

S 
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Negara, mulai dari tingkat pertama, banding sampai tingkat 

kasasi, dan peninjauan kembali. Prakteknya dimulai dari 

menyusun surat gugatan, surat kuasa, jawaban sampai dengan 

menyusun memori kasasi atau bahkan memori peninjauan 

kembali. 

Secara umum Modul Hukum Acara dan Praktek di 

Peradilan Tata Usaha Negara, menggabungkan 2 (dua) hukum 

administrasi negara, baik secara materiil dan formil. Hukum 

administrasi negara yang secara materiil merujuk pada UU 

No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan 

hukum administrasi secara hukum formil merujuk UU No.5 

Tahun 1986  tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo UU 

No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama UU No.5 Tahun 

1986 jo UU No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU 

No.5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN).  

Modul Hukum Acara dan Praktek Pengadilan Tata Usaha 

Negara ini, update ketentuan-ketentuan baru dalam Hukum 

Acara Tata Usaha Negara, antara lain permohonan untuk 

mendapatkan putusan dan/atau tindakan badan atau pejabat 

pemerintahan (positif fiktif) yang diatur dalam Peraturan 

Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2015 tentang 

Pedoman Beracara untuk Memperoleh Putusan Atas 

Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ 

atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan, yang 

merupakan pelaksanaan dari UU No.30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintaan 

Kewenangan baru dari Pengadilan Tata Usaha Negara 

untuk memutus ada atau tidaknya unsur penyalahgunaan 

wewenang yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Perma No. 4 Tahun 
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2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Penilaian unsur 

Penyalahgunaan Wewenang.  

Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara 

dan Penanangan di Pengadilan Secara Elektronik, yang merubah 

Perma No.3 Tahun 2018. Sistem administrasi perkara dengan 

berbasis aplikasi e-court Mahkamah Agung, bagi pengguna 

terdaftar dan pengguna lain dalam permohonan pengadilan 

secara elektronik dengan e-Felling, e-Payment, e-Summons, dan e-

Litigation, yang dimulai dengan download, login, register pengguna 

terdaftar dan memenuhi syarat dan ketentuan, di website 

http/www: acourt.mahkamahagung.go.id/Home#body. 

Modul dan Praktek Pengadilan Tata Usaha Negara, juga 

membahas kendala, permasalahan, dan perluasan pemaknaan 

terhadap KTUN yang menjadi obyek sengketa di PTUN, pasca  

terbitnya UU No.30 Tahun 2014, yang harus disinkronkan 

dengan UU PTUN. Modul ini memberi gambaran yang lengkap, 

komprehensif, untuk dijadikan pedoman bagi cara pembelajaran 

untuk belajar Praktek Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha 

Negara. 
 

B. Deskripsi Singkat Modul Hukum Acara Tata Usaha 

Negara 

Modul Mata Kuliah Hukum Acara dan Praktek Tata 

Usaha Negara ini disusun berdasarkan peraturan-peraturan 

sebagai berikut: 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Tata Usaha, jo UU No.9 Tahun 2004, tentang Perubahan 

Pertama Undang-Undang Nomor.5 Tahun 1986 tentang 

Pengadilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 

51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha; 
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2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan; 

3. Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi 

dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha 

Negara; 

4. Perma Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara 

Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan 

Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan 

atau Pejabat Pemerintahan; 

5. Perma No. 4 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam 

Penilaian unsur Penyalahgunaan Wewenang; 

6. SEMA No, 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaaan 

Beberapa Ketentuan Dalam UU Nomor 5 Tahun 1986 

tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 

7. Juklak  MARI No. 051/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 

1992; 

8. Juklak  MARI No. 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 

1992; 

9. Juklak  MARI No. 022/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Maret 

1993; 

10. Juklak  MARI No. 052/Td/TUN/X/1993 tanggal 14 Maret 

1993; 

11. Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan, yang diberlakukan dengan Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 

tanggal 4 April 2006; 

12. Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di 

Pengadilan; 

13. Perma No.3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara dan 

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; 

14. Perma No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian 
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Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya 

Administrasi; 

15. Perma No.1 Tahun 2019 tentang Administasi Perkara dan 

Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik; dan 

16. Kode Etik dan Prilaku Hakim 
 

C. Tujuan Pembelajaran Praktek Hukum Acara Tata 

Usaha Negara 

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 

mampu memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara yang 

berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara mulai dari membuat 

gugatan, surat kuasa, prosedur biasa di tingkat pertama, tingkat 

banding, Kasasi bahkan peninjauan kembali, pemeriksaan acara 

singkat atau acara pemutusan pokok gugatan secara sederhana, 

gugatan perlawanan yang diajukan terhadap penetapan ketua 

pengadilan, acara cepat, acara mengenai permohonan beracara 

dengan cuma-cuma dan permohonan untuk penundaan 

pelaksanaan keputusan yang sedang digugat. Kemudian 

memahami administrasi perkara, dan persidangan di pengadilan 

secara elektronik, dengan aplikasi e-court Mahkamah Agung RI, 

serta kode etik dan prilaku hakim. 

Pada dasarnya dengan mempelajari modul ini mahasiswa 

Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, diharapkan dapat 

memahami Hukum Acara Tata Usaha Negara yang pada 

akhirnya mampu menangani perkara tata usaha negara dengan 

baik dan benar sesuai dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara 

yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. 
 

D. Indikator Keberhasilan Praktek Hukum Acara Tata 

Usaha Negara 

Setiap Praktek dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara 

harus terukur, dengan indikator dan parameter jelas yang dapat 



6 | 
 

dipahami oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 

Mulawarman. Indikator keberhasilan Praktek Hukum Acara 

Pengadilan Tata Usaha Negara antara lain: 

1. Dosen Pembina Mata kuliah, yang memberikan penjelasan 

mengenai Hukum Acara Tata Usaha Negara di Peradilan 

Tata Usaha Negara mulai tingkat pertama sampai dengan 

tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali;  

2. Latihan/praktek membuat surat kuasa, gugatan, pendaftaran 

administasi perkara dan persidangan di pengadilan secara 

elektronik, membuat jawaban (eksepsi), duplik, daftar bukti, 

kesimpulan, memori/kontra banding, memori/kontra kasasi 

dan memori/kontra peninjauan kembali. Kemudian latihan 

membuat perlawanan dan jawaban atas perlawanan untuk 

pemeriksaan dengan acara singkat; 

3. Ujian praktek; 

4. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, 

mampu menangani perkara Tata Usaha Negara di Peradilan 

Tata Usaha Negara mulai tingkat pertama sampai, banding 

sampai dengan tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali sesuai 

dengan Hukum Acara tata Usaha Negara yang berlaku. 
 

F. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok 

1.  Konsep dasar Pengadilan Tata Usaha Negara 

2.  Keputusan Tata Usaha Negara 

3.  Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara 

4.  Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara 

5.  Pengertian dan karakteristik Hukum Acara Peradilan TUN 

a) Pengertian Hukum Acara Peradilan TUN 

b) Ciri-ciri/karekteristik hukum acara peradilan TUN dan 

perbandingan dengan hukum acara perdata 

c) Penyelesaian sengketa TUN melalui upaya administratif 

d) Penyelesaian Sengketa TUN Melalui Gugatan 
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6. Prosedur Pemeriksaan Perkara Gugatan 

a) Penelitian administrasi di Kepaniteraan Pengadilan TUN 

b) Proses Dismissal 

c) Proses pemeriksaan dengan acara cepat 

d) Pemeriksaan persiapan 

e) Pemeriksaan acara biasa dalam sidang terbuka untuk 

umum 

7.  Kompetensi Serta Aspek Hukum Pengadilan Tata Usaha 

Negara Berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 

tentang Administrasi Pemerintahan. 

8.  Administrasi  Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 

Elektronik, dan penerapan aplikasi e-court Mahkamah Agung 

RI (e-Filling, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigatio), untuk 

login, register penggunaan terdaftar, dan syarat dan ketentuan 

yang mengaturnya. 
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Rekonvensi    : Gugatan balik  

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Statusverleningen : Penetapan status 

TUN : Tata Usaha Negara 

Toetsingsgronden : Dasar Pengujian/Penilian 

UUD NRI   : Undang-Undang Dasar Negara 

Repbulik Indonesia 

UU AP : Undang-undang Administrasi 

Pemerintahan 

UU PTUN : Undang-undang Pengadilan Tata 

Usaha Negara 

Vrijbewijs : Pembuktian mengarah kepada 

pembuktian bebas 

Vergunning : Izin  

Vrijebeschikking : Kewenangan   bebas   

Vluvtige beschikking : Keputusan yang bersifat kilat  
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